
MENTERI PERTATIIAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.:
1. Gubernur Seluruh Indonesia;
2. Bupati dan Wali Kota Seluruh Indonesia;

di-
Tempat.

strnnr EDARAT{.
NoMoR 02/ sB/il<.300 M 5 / 2022

TENTANG
PENATAAI{ LALU LINTAS HEWAN RENTAI{, PRODUK HEU/AN DAN MEDIA PEMBAWA

LAINIfYA DI DAERAH WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMKI

A. Latar Belakang
Sehubungan ancarn€ul penularan dan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku
(PMK)/Foot and Mouth Dbease melalui IaIu lintas hewan, produk hewan dan media
pembawa lainnya di Indonesia yang berdampak pada kerugian ekonomi perlu
dilakukan penataan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa lainnya.
Mengingat sifat penyakit yang sangat mudah menular, kami meminta kepada
Saudara untuk melakukan penataan lalu lintas hewan, produk hewan dan media
pembawa lainnya dengan pa'duan daram surat Edaran ini.

B. Maksud dan Tujuan
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan datam rangka penataan lalu lintas
hewan di daerah wabah PMK di Indonesia dan tujuan Surat Edaran ini untuk
mencegah penularan dan penyebaran PMK di daerah wabah melalui lalu lintas
hewan.

c Ruang Lingkup
Ruang lingkup Surat Edareur ini meliputi (1) Penataan Lalu Lintas Hewan,
(2) Pendanaan, (3) Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan (a) pelaporan.
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D. Dasar
1' Undang-Undang Nomor 1g rahun 2009 tentang peternakan dan KesehatanHewa_n Indonesia Tahun 20O9 fVo*o. e+,

lffi;| rndonesia Nomor S0r5) sebagaimana

2020 tentang cipta Kes'a (Lembaran ..:T"'liffa*#i1il:*Ii'JiJ#;
2 ilil}:-fr 6s73);

Tahun 20 
(Lembaran

Nomor 5.5 
Lembaran

19 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan
lik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2OO,

4. Indonesia Nomor 641 l);

veterinerd",K"""j,h;:;:i;"";ff "il1.r?J"iil-*:"T1fiil**il1il1il
Tahun 2Ot2 Nomor 214, Tambahan'L.-b;; Negara Republik IndonesiaNomor 5356);

5' Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pengendarian da,Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran N"g*. n"prtrik Indonesia Tahun2014 Nomor l3O, Tambahan Lemba an N"gui. n.pllUik Indonesia Nomor5543);
6' Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tenta,gotoritas Veteriner (Lembaran Negara Republ .-irrao.r""i" Tahun 20r 7 Nomor2O, Tambahan Lembaran I,tegara Reputfik tndonesia Nomor 6019);7. Peraturan *""rd:l-*o::r 

-45 
Tahun ZO1S tentang Kementerian pertanian

Tahun 2015 Nomor 85);
Tahun 2019 tentang pembentukan
Menteri negara Kabinet Indonesia Maju

9' Peraturan Menteri pertanian Nomor 6l/perm e,,t,, rpK,320 / 12/2015 tentangPemberantasan penyakit Hewan (Berita oi"a*" *"o"o* Indonesia Tahun 2015Nomor 1866);
10' Peratura-n Menteri pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang organisasi danTata Kerja Kementerian pertanian (Berita rvegara Republik Indonesia Tahun2O2O Nomor 1647);
11. Keputusan Menteri pertani€n Nomor 403/KpTS/ PK.3OO/M/ OS/2O22 tentangPenetapan Daerah Wabah penyakit lvtutuj aan Kuku (Foof and Mouth Dbeaselpada Beberapa Kabupaten di provinsi .l"wa fi_u.;
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12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404lKprs/ pK.3oo/M/ os/2022 tentang
Penetapan Daerah wabah penyakit Mulut da,, Kuku (Foot and Mouth Diseose)
pada Kabupaten Aceh Tamiang di provinsi Aceh.

Pelaksaaaan

1. Penataan LaIu Lintas Hewan

2

a Pelaksa,aan laru rintas hewan di daerah wabah meliputi raru rintas darat,
laut dan udara.

b. Pelaksanaa, penataan lalu lintas hewan di daerah wabah pMK dilakukan
dengan pelarangan lalu lintas hewarr rentan, produk hewan, dan media
pembawa yang berisiko tinggi.

c. Pelarangan la.lu lintas hewan rentan, produk hewan, darr med.ia pembawa
PMK yang berisiko tinggi dilakukan pemeriksaan pada tempat pemasukan
dan pengeluaran antar pulau serta antar vrilayah dalam safu pulau.

d. Pemeriksaan dokumen dalr fisik dilakukan untuk mengetahui gejala klinis.e. Hewan rentan, produk hewan, dan med.ia pembawa pMK hanya dapat
dilalulintaska, jika telah memenuhi persyaratan teknis atau analisa risiko
drri;
l) pejabat Otoritas Veteriner Nasional;
2) pejabat Otoritas Veteriner Kementerian pertanian;
3) pejabat Otoritas Veteriner provinsi;
4) pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota; atau
5) pejabat otoritas kompeten,
sesuai dengan kewenangan.

f. LaIu lintas hewan dengan menggunakan sarana alat argkut udara atau lautuntuk pencegahan penularan dan penyebaran pMK dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang karantina.

Komunikasi Publik
Dalam melaksanakan Komunikasi publik perlu dijaga agar pihak_pihak yang
memberikan pernyataan berkaitan dengan wabah penyafcit mulut dan kuku
(PMK) kepada masya:akat harus sudah terrebih dahuru mela-kukan konfirmasi
ke Posko yang sudah disepakati, untuk menghindari informasi yang tidak tepatdan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Hat ini juga untuk me.r.lagadinamika yang teq'adi karena banyak sapi yarrg sakit sudah dapat
disembuhkan.

3. Pelaporan

b

a Melaporkan secara langsung kegiatan pengawasan lalu lintas hewan pada
daerah wabah pMK secara berkala atau sewaktu_waktu.
Pelaporal dapat melarui sistem informasi peternakan dan Kesehatan Hewan
Nasional (iSIKHNAS).
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4. Pengawasan Lalu Lintas Hewan
Pengawasan terhadap lalu lintas hewan dilakukan pada pos-pos pemeriksaan
dal melibatkan keikutsertaan Forum Koordinasi pimpinan Daerah
(Forkopinda).

5. Pendanaan
Menyiapkan angga.rErn ApBD provinsi, kabupaten/kota dan/atau sumber lain
yang tidak mengikat untuk penataan d.an pengawasan lalu lintas hewan di
daerah wabah PMK.

Demikian disampaikan atas perhatian dan keq'asama saudara disampaikan terima
kasih.

Ditetapkar di Jakarta
pada Tanggal 1g Mei 2022

MENTEzu PERTANIAN
INDONESIA

SYAHRULYASITfi-*o

Tembusarr disampaikan kepada yth. :

l. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang perekonomian Republik Indonesia;3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5' Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/BAppENAS Republik Indonesia; dan6. Kepala Badan Nasional penanggulangan Bencana (BNPB).

4

REP U



Pengawasan Lalu Lintas Hewan
Pengawasan terhadap laru rintas hewan dilakukarr pada pos-pos pemeriksaandan melibatkan keikutsertaan Forum Koord.inasi pimpinan Daerah
(Forkopinda).

Pendanaarr
Menyiapkan anggar€rn ApBD provinsi, kabupaten/kota dan/ atau sumber lainyang tidak mengikat untuk penataan dan pengawasan ralu rintas hewan di
daerah wabah pMK.

Presiden Republik Indonesia;
Menteri Koordinator Bidang perekonomian Republik Indonesia;
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
Menteri Keuangan Republik Indonesia;
Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/BAppENAS Republik Indonesia; danKepala Badan Nasional penalggularrgan Bencana (BNPB).
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Demikia;r disampaikan atas perhatian dan ke5'asama Saudara disampaikan terimakasih.

MENTERI PERTANIAN
LIK ONESTAINDr

-'-
SYAHRUL YASIN LIMPO

Tembusan disampaikan kepada yth.:
l.
2.

o.

4.

5.

6.
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Ditetapkan di Jakarta
padaTanggal LBMei2022


